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1.

Ruang Lingkup

Standar Operasional Prosedur ini ditetapkan sebagai petunjuk pelaksanaan Pengajuan
Dukungan Kelayakan Jalan Tol di Direktorat Jenderal Bina Marga yang mencakup
tahapan pelaksanaan, acuan ketentuan yang mengatur, pelaksana/penanggung

jawab, dan ketentuan lainnya yang terkait.

Maksud dan Tujuan

Standar Operasional Prosedur ini dimaksudkan sebagai petunjuk pelaksanaan bagi
seluruh unit kerja di Direktorat Jenderal Bina Marga dalam melakukan Pengajuan
Dukungan Kelayakan Jalan Tol sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Standar Operasional Prosedur ini bertujuan agar semua yang terlibat memiliki acuan
yang sama untuk melaksanakan Pengajuan Dukungan Kelayakan Jalan Tol terhadap
Pengusahaan Jalan Tol

Acuan

a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 6760).

b. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun
2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6629).

c. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 40).

d. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah
dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomaor 40).

e. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata

Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam
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Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
144).

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
17/PRT/M/2020 tentang Tugas dan Wewenang Direktorat Jenderal Bina Marga,
Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan,
Badan Pengatur Jalan Tol, dan Badan Usaha Jalan Tol Dalam Penyelenggaraan
Jalan Tol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473).

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun
2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473).
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
01/PRT/M/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Untuk
Pengusahaan Jalan Tol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
299).

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
43/PRT/M/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1484).

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
02/PRT/M/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan
Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 45).

Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol yang ditandatangani antara BPJT dan BUJT.

Istilah dan Definisi

a.

Badan Pengatur Jalan Tol, yang selanjutnya disingkat BPJT adalah badan yang
dibentuk oleh Menteri, berada di bawah, dan bertanggung jawab kepada Menteri.
Badan Usaha Jalan Tol, yang selanjutnya disingkat BUJT adalah badan hukum
yang bergerak di bidang pengusahaan Jalan Tol.

Direktorat Jenderal Bina Marga, yang selanjutnya disingkat DJBM adalah
Direktorat Jenderal pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
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d. Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan,

yang selanjutnya disingkat DJPI adalah Direktorat Jenderal pada Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mempunyai tugas
menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan
infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Dukungan Pemerintah adalah kontribusi fiskal dan/atau bentuk lainnya yang
diberikan oleh  Menteri/Kepala Lembaga dan/atau Menteri  yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan kekayaan
negara sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan
perundang-undangan untuk meningkatkan kelayakan finansial dan efektivitas
KPBU.

Jalan Tol adalah Jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan
sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disingkat
Menteri adalah Menteri yang diangkat oleh Presiden membidangi pelaksanaan
urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pengusahaan Jalan Tol adalah kegiatan yang meliputi pendanaan, perencanaan
teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan/atau pemeliharaan Jalan Tol
yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Badan Usaha yang memenuhi
persyaratan sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai
kerjasama pemerintah dan badan usaha.

Ruas Jalan Tol adalah bagian atau penggal dari Jalan Tol tertentu yang

pengusahaannya dapat dilakukan oleh badan usaha tertentu.

Ketentuan Umum

a.

Dukungan Kelayakan atau Viability Gap Fund (VGF) adalah Dukungan Pemerintah
dalam bentuk kontribusi sebagian biaya konstruksi yang diberikan secara tunai
pada proyek KPBU yang sudah memiliki kelayakan ekonomi namun belum
memiliki kelayakan finansial. Dukungan Kelayakan dapat diberikan setelah tidak
terdapat lagi alternatif lain untuk membuat Proyek Kerja Sama layak secara
finansial. Pemerintah Daerah dapat berkontribusi atas pemberian dukungan ini

setelah memperoleh persetujuan dari DPRD.

Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
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b. Manfaat dari Dukungan Kelayakan antara lain:
1) Menurunkan biaya proyek yang harus ditanggung pihak swasta.
2) Meningkatkan kelayakan finansial proyek KPBU sehingga menimbulkan minat
dan partisipasi pihak swasta.
3) Meningkatkan kepastian pengadaan badan usaha pada proyek KPBU sesuai
dengan kualitas dan waktu yang direncanakan.
4) Mewujudkan layanan publik yang tersedia melalui infrastruktur dengan tarif
yang terjangkau oleh masyarakat.
c. Proyek KPBU yang dapat diberikan Dukungan Kelayakan harus memiliki kriteria
sebagai berikut:
1) Sudah memenuhi kelayakan ekonomi namun belum memenuhi kelayakan
finansial.
2) Menerapkan prinsip pengguna membayar (user pay principle).
3) Memiliki total biaya investasi tidak kurang dari Rp. 100 miliar.
4) Proyek dilaksanakan oleh Badan Usaha yang diperoleh melalui proses lelang
yang terbuka dan kompetitif.
5) Memiliki skema pengalihan aset dan/atau pengelolaannya dari Badan Usaha
kepada PJPK pada akhir periode kerja sama.
6) Sudah menyusun prastudi kelayakan yang komprehensif.
7) Mencantumkan pembagian risiko yang optimal.
8) Menyimpulkan bahwa proyek layak secara teknis, hukum, lingkungan, dan
sosial.
9) Menunjukkan bahwa Proyek Kerja Sama menjadi layak secara finansial
dengan diberikan Dukungan Kelayakan.
d. Dukungan Kelayakan dicairkan kepada Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) secara
angsuran. Terdapat dua alternatif pencairan yang bisa dilakukan:
1) Selama masa konstruksi, sesuai dengan tahapan penyelesaian konstruksi
Proyek Kerja Sama yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama.
2) Setelah tercapainya tanggal operasi komersial proyek yang disepakati dalam
Perjanjian Kerja Sama.
e. Infrastruktur yang dapat diberikan dukungan kelayakan antara lain adalah
infrastruktur jalan, yaitu berupa:
1) jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal;

2) jalantol;
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3) jembatan non tol; dan/atau

4) penerangan jalan umum.
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6.

Tahapan Kegiatan

a. ldentitas SOP

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

NOMOR SOP

SOP/UPM/DJBM/-.....

TGL. PEMBUATAN

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA,

HEDY RAHADIAN

NAMA SOP

Pengajuan Dukungan Kelayakan Jalan Tol

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

a.

b.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6760)
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan
Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6629)

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40)

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha
dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40)
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Bappenas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan
Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 144)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2020 tentang
Tugas dan Wewenang Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Pembiayaan
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Badan Pengatur Jalan Tol, dan Badan Usaha
Jalan Tol Dalam Penyelenggaraan Jalan Tol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 473)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473)

1. Memahami kebijakan dan regulasi terkait dengan penyelenggaraan jalan tol
2. Memahami mekanisme Pengajuan Dukungan Kelayakan Jalan Tol
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h.  Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2017 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Untuk Pengusahaan Jalan Tol (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 299)

i Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 43/PRT/M/2015 tentang
Badan Pengatur Jalan Tol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1484)

j.  Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2021 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45)

k.  Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol yang ditandatangani antara BPJT dan BUJT

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

- SOP Pengajuan Penjaminan Proyek Jalan Tol

- Rencana Umum atau Rencana Ruas Jaringan Jalan

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka tidak dapat dilaksanakan pengajuan dukungan kelayakan jalan Dijadikan sebagai pedoman penyelenggaraan pengusahaan jalan tol serta pembagian
tol tugas dan wewenang Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Pembiayaan

Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Badan Pengatur Jalan Tol, dan Badan
Usaha Jalan Tol dalam Penyelenggaraan Jalan Tol
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b. Bagan Alir Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan
pseM | oopt | Beyr  MENTERL | komme | MENYERL Kelengkapan Waktu Output Keterangan
Mulai D
1) Mota Dinas BPJT kepada
1 BPJT melakukan v 1) Data Primer 180  hari | DJBMdan DJPI tentang
penyusunan Studi I:lﬂ' 2) Data Sekunder evalyaﬂ aspek jaringan dan
Kelayakan teknis serta pembiayaan
2) Studi Kelayakan
DJBM dan DJPI melakukan
evaluasi terhadap studi
kelayakan untuk
Qgﬂﬁg;:ﬁﬂ;tgﬁfuﬂzgﬂ <"\TID AK 1) Nota Dinas BPJT kepada Nota Dinas DJPI dan DJBM
. : DJBM dan DJPI tentang terkait Hasil evaluasi aspek
Pemerintah. Jika proyek / evaluasi aspek jaringan dan .| jaringan dan teknis serta
2 :2;2:: gﬁgggg‘l‘ ‘?;‘kg%; teknis serta pembiayaan 30 hari pembiayaan dan
membutuhkan Dukungan YA 2) Studi Kelayakan I;i?fg;g::g keuangan
Pemerintah. Jika proyek
layak ekonomi dan layak
finansial, maka TIDAK
membutukan Dukungan
Pemerintah.
1) Hasil evaluasi aspek
Nota Dinas DJPI dan DJBM jaringan dan teknis serta
DJBM mengajukan terkait Hasil evaluasi aspek pembiayaan dan
UsulanPersetujuan LJ jaringan dan teknis serta kemampuan keuangan
3 | Prinsip Dukungan pembiayaan dan 7 har | Demrakarsa :
Kelayakan (UPPDK) kemampuan keuangan 2) Konsep Nota Dinas
kepada Menteri PUPR Pemrakarsa Permohonan Usulan
Persetujuan Prinsip
Dukungan Kelayakan
(UPPDK)
Menteri PUPR v 1) Prastudi Kelayakan
menerbitkanPermohonan 2) Konsep MNota Dinas Surat Permohonan Usulan
4 Usulan Persetujuan Permohonan Usulan 7 hari | Persetujuan Prinsip
Prinsip Dukungan Persetujuan Prinsip Dukungan Kelayakan
Kelayakan (UPPDK) B ] Dukungan Kelayakan (UPPDK)
kepada Menteri (UPPDK)
Keuangan
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Pelaksana Mutu Baku
i MENTERI MENTERI
No. Kegiatan DJEM | DJPI | BPJT PUPR KOMITE KEUANGAN Kelengkapan Waktu Output Keterangan
o ] 1) BA Hasil evaluasi Waktu
Komite melakukan evaluasi Surat pengajuan usulan . 12%”&?,?]22 UEUF:EJ(P ermohoan {rjn;ny;er?ualkan
5 Usulan Persetujuan Prinsip persetujuan prinsip - hari Rekumen[:iasi Dukun 1 % dd
Dukungan Kelayakan TIDAK dukungan kelayakan dari K gan standard d
(UPPDK) Menteri elayakan Kementerian
3) Konsep surat penolakan Keuangan
Dukungan Kelayakan
YA 1) BA Hasil evaluasi Waktu
Komite menerbitkan Surat " t;)r:‘(?)iig UEUF:QKP ermohoan _ | Surat Permohonan Usulan gﬂ;nyaensualkan
6 Permohonan Rekomendasi Rekom en?:lasi Dukunaan - hari Persetujuan Prinsip stan%ard di
Dukungan Kelayakan kepada Kelavakan g Dukungan Kelayakan Kementerian
Menteri Keuangan Y (UPPDK)
3) Konsep surat penolakan Keuangan
Dukungan Kelayakan
Menteri Keuangan Waktu
menerbitkan Surat v Surat Permohonan Usulan menyesuaikan
Persetujuan Prinsip Persetujuan Prinsip . " o dengan
7 Dukungan Kelayakan kepada |:|:| Dukungan Kelayakan hari | Surat Persetujuan Prinsip standard di
Menteri PUPR (UPPDK) Kementerian
Keuangan
Menteri PUPR meminta i
8 EZ‘:(L:I%TE;STSL%ZU:;Q% E:I Surat Persetujuan Prinsip T har | Arahan/Disposisi Menteri
Badan Usaha —
BPJT melakukan Dokumen Hasil
9 Prakualifikasi Pegadaan Surat Persetujuan Prinsip 30 hari Prakualifikasi Pengadaan
Badan Usaha Badan Usaha Pelaksana
1) Dokumen Hasil
DJBM mengajukan Usulan Er&:jkua\l:}ikaﬁl F;erllg:daan
Persetujuan Besaran E' Dokumen Hasil 2)aKer]1 s esaNgtaeD?n as
10 Dukungan Kelayakan j Prakualifikasi Pengadaan 7 hari Permoh oﬁ an Usulan
%:JPPBRDK) kepada Menteri Badan Usaha Pelaksana Persetujuan Besaran
Dukungan Kelayakan
(UPBDK)
Menteri PUPR menerbitkan [ 1) Dokumen Hasil
Permohonan Usulan Prakualifikasi Pengadaan Surat Permohonan Usulan
1 Persetujuan Besaran Badan Usaha Pelak 7 hari Persetujuan Besaran
Dukungan Kelayakan 2) Konsep Mota Dinas Dukungan Kelayakan
(UPBDK) kepada Menteri Permohonan Usulan (UPBDK)
Keuangan Persetujuan Prinsip
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Pelaksa
o Mutu Baku
No. Kegiatan MENTERI MENTERI
DJBM DJPI | BPJT PUPR KOMITE KEUANGAN Kelengkapan Waktu Output Keterangan
Dukungan Kelayakan
| c | (UPPDK)
L 1) BA Hasil evaluasi Waktu )
- Komite melakukan evaluasi ; DAK Surat Permohonan Usulan \ gra?)ﬁzg;] sPuEr;aDtKP ermohoan g:fnrg:r? uaikan
i i = ar
Hﬁwuar? Er?rizllgju;(r;rl?esaran Eﬁ;ze;ugu:r%g:s:rkzr; Rekomendasi Besaran dan standard di
(UPBDgK) y YA (UPBD%(} Y Waktu Pencairan Dukungan | Kementerian
Kelayakan Keuangan
3) Konsep surat penolakan
Komite menerbitkan Surat 1) BA Hasil evaluasi Waktu
Permohonan Rekomendasi terhadap UPBDK2) Konsep Surat Permohonan menyesuaikan
13 | Besaran dan Waktu h 4 surat Permohoan _ hari | Rekomendasi Dukungan dengan
Pencairan Dukungan |::| Rekomendasi Besaran dan Kelayakan kepada Menteri standard di
Kelayakan kepada Menteri Waktu Pencairan Dukungan K Kementerian
euangan
Keuangan Kelayakan3) Konsep surat Keuangan
penclakan
Mentern Keuangan
menerbitkan Surat Surat Permohonan Waktu
Rekomendasi Besaran dan Rekomendasi Dukungan Surat Penerbitan Besaran menyesuaikan
14 Waktu Pencairan Duku_ngan ljj Kelayakan kepada Menteri B hari | Dukungan Kelayakan dengan )
Kelayakan dan Penerbitan Keuangan standard di
Besaran Dukungan Kementerian
Kelayakan kepada Menteri Keuangan
PUPR
Menteri PUPR meminta
15 BPJT untuk melakukan Surat Penerbitan Besaran 7 hari | Arahan/Disposisi Menteri
Pelelangan atau Pengadaan Dukungan Kelayakan
Badan Usaha 9 4
BPJT melakukan Pelelangan \
16 atau Pengadaan Badan Surat Penerbitan Besaran 360 hari Dokumen Lelang dan
Usaha Pelaksana B Dukungan Kelayakan Penetapan Pemenang
L 4 1) Dokumen Lelang dan
DJBM melakukan pengajuan _ | Penetapan Pemenang
17 | Rancangan Dokumen Dokumen Lelang dan 30  hari | 2)Konsep Mota Dinas
Persetujuan Final Dukungan Penetapan Pemenang Permohonan Usulan
Kelayakan Persetujuan Final Dukungan
Kelayakan
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Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan MENTERI MENTERI
DJBM DJPI BPJT PUPR KOMITE KEUANGAN Kelengkapan Waktu Output Keterangan
1) Dokumen Lelang dan
Menteri PUPR menerbitkan B Penetapan Pemenang Surat Permohonan Usulan
Permohonan Usulan 2) Konsep Mota Dinas - - -
18 Persetujuan Final Dukungan Permohonan Usulan U gar E:{:eglﬁ;:n Final Dukungan
Kelayakan ot Persetujuan Final Dukungan Y
Kelayakan
L 1) BA Hasil evaluasi
TIDAK terhadap Uusulan Waktu
Komite melakukan evaluasi Surat Permohonan Usulan Eelrsetl:(]uan Final Dukungan g’;e;]n\_,;ensualkan
19 Usulan Persetujuan Final Persetujuan Final Dukungan - hari elayakan 9 )
Dukungan Kelayakan Kelayakan 2) Konsep surat Permohoan standard di
YA Rekomendasi Usulan Kementerian
Persetujuan Final Keuangan
3) Konsep surat penolakan
1) BA Hasil evaluasi
Komite menerbitkan Surat terhadap Uusulan Waktu
Permohonan Rekomendasi v Persetujuan Final Dukungan Surat Permohonan menyesuaikan
20 Usulan Persetujuan Final Kelayakan ) hari Rekomendasi Usulan dengan )
Dukungan Kelayakan 2) Konsep surat Permohoan Persetujuan Final standard dl
Rekomendasi Usulan Kementerian
Persetujuan Final Keuangan
3) Konsep surat penolakan
Waktu
. menyesuaikan
Menteri Keuangan A 4 Surat Permohonan . .
21 menerbitkan Surat Rekomendasi Usulan - hari gﬂﬁ}g‘:ﬁelu}uan Final g;m%aalld di
Persetujuan Final Dukungan I:y:l Persetujuan Final Kementerian
Keuangan
Menteri PUPR meminta . .
DJBM untuk melakukan v Surat Persetujuan Final
22 | Pengajuan Rancangan Dukungan 7 hari | Arahan/Disposisi Menteri
Dokumen Persetujuan
Pembenan Dukungan
DJBM melakukan pengajuan Y Surat Persetujuan Final Konsep Nota Dinas
23 Rancangan Dokumen Dukungan 30 hari Rancangan Dokumen
Persetujuan Pemberian Persetujuan Pemberian
Dukungan Dokumen
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Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan MENTERI MENTERI
DJEM DJPI BPJT PUPR KOMITE KEUANGAN Kelengkapan Waktu Output Keterangan
Menteri PUPR menerbitkan Konsep Mota Dinas
Permohonan Rancangan Rancangan Dokumen Surat Rancangan Dokumen
24 Dokumen Persetujuan Persetujuan Pemberian 7 hari | Persetujuan Pemberian
Pemberian Dukungan [ I: Dokumen Dokumen
| TIDAK 1) BA Hasil evaluasi
Komite melakukan evaluasi terhadap Rancangan Waktu "
Rancangan Dokumen Dokumen Persetujuan menyesuaikan
25 Persetujuan Pemberian g::;ﬁ?ﬁa%ag%ﬂbgﬁgﬂmen B hari Pemberian Dokumen dengan
Dukungan Dokumen 2) Konsep surat Permohoan | standard di
Rekomendasi Besaran dan Kementerian
Waktu Pencairan Keuangan
3) Konsep surat penolakan
YA 1) BA Hasil evaluasi
Komite menerbitkan Surat terhadap Rancangan Wakitu
Permohonan Rekomendasi Dokumen Persetujuan menyesuaikan
% Besaran dan Waktu h 4 Pemberian Dokumen2) hari gg?olnf Srzzjn;f!;%n::aran dan dengan
Pencairan Dukungan Konsep surat Permohoan - Waktu Pencairan standard di
Kelayakan kepada Menteri Rekomendasi Besaran dan Kementerian
Keuangan Wakitu Pencairan3) Konsep Keuangan
surat penolakan
) Waktu )
m:zﬁgiﬁxﬂggf ag A Surat Permohonan Surat Persetujuan ‘rjn:nny:r:];ualkan
27 . - Rekomendasi Besaran dan - hari | Pemberian Dukungan g .
Persetujuan Pemberian Waktu Pencairan Kelavakan standard di
Dukungan Kelayakan Y Kementerian
Keuangan
Menteri PUPR meminta Surat Persetujuan
28 DJBM untuk melanjutkan Pemberian Dukungan 7 hari | Arahan/Disposisi Menteri
proses selanjutnya Kelayakan
Selesai d)
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c. Penjelasan Bagan Alir Kegiatan

1) BPJT melakukan Studi Kelayakan.

2) DJBM dan DJPI melakukan evaluasi terhadap studi kelayakan untuk
menentukan status perlu atau tidaknya Dukungan Pemerintah. Jika proyek
layak ekonomi dan tidak layak finansial, maka YA membutuhkan Dukungan
Pemerintah. Jika proyek layak ekonomi dan layak finansial, maka TIDAK
membutukan Dukungan Pemerintah.

3) DJBM mengajukan Usulan Persetujuan Prinsip Dukungan Kelayakan
(UPPDK) kepada Menteri PUPR Menteri PUPR menerbitkan surat pengajuan
usulan persetujuan prinsip dukungan kelayakan kepada Menteri Keuangan.

4) Menteri PUPR menerbitkan Permohonan Usulan Persetujuan Prinsip
Dukungan Kelayakan (UPPDK) kepada Menteri Keuangan Menteri Keuangan
menerbitkan Surat Persetujuan Prinsip Dukungan Kelayakan kepada Menteri
PUPR.

5) Komite melakukan evaluasi Usulan Persetujuan Prinsip Dukungan Kelayakan
(UPPDK).

6) Komite menerbitkan Surat Permohonan Rekomendasi Dukungan Kelayakan
kepada Menteri Keuangan.

7) Menteri Keuangan menerbitkan Surat Persetujuan Prinsip Dukungan
Kelayakan kepada Menteri PUPR Pemberiaan surat persetujuan besaran
dukungan kelayakan dari Menteri Keuangan kepada Menteri PUPR.

8) Menteri PUPR meminta BPJT untuk melakukan Prakualifikasi Pengadaan
Badan Usaha.

9) BPJT melakukan Prakualifikasi Pegadaan Badan Usaha Rekomendasi usulan
persetujuan final kepada Menteri PUPR.

10) DIJBM mengajukan Usulan Persetujuan Besaran Dukungan Kelayakan
(UPBDK) kepada Menteri PUPR.

11) Menteri PUPR menerbitkan Permohonan Usulan Persetujuan Besaran
Dukungan Kelayakan (UPBDK) kepada Menteri Keuangan.

12) Komite melakukan evaluasi Usulan Persetujuan Besaran Dukungan
Kelayakan (UPBDK).

13) Komite menerbitkan Surat Permohonan Rekomendasi Besaran dan Waktu

Pencairan Dukungan Kelayakan kepada Menteri Keuangan.
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14) Menteri Keuangan menerbitkan Surat Rekomendasi Besaran dan Waktu
Pencairan Dukungan Kelayakan dan Penerbitan Besaran Dukungan
Kelayakan kepada Menteri PUPR.

15) Menteri PUPR meminta BPJT untuk melakukan Pelelangan atau Pengadaan
Badan Usaha.

16) BPJT melakukan Pelelangan atau Pengadaan Badan Usaha Pelaksana.

17) DJBM melakukan pengajuan Rancangan Dokumen Persetujuan Pemberian
Dukungan.

18) Menteri PUPR menerbitkan Permohonan Usulan Persetujuan Final Dukungan
Kelayakan.

19) Komite melakukan evaluasi Usulan Persetujuan Final Dukungan Kelayakan.

20) Komite menerbitkan Surat Permohonan Rekomendasi Usulan Persetujuan
Final Dukungan Kelayakan.

21) Menteri Keuangan menerbitkan Surat Persetujuan Final Dukungan.

22) Menteri PUPR meminta DJBM untuk melakukan Pengajuan Rancangan
Dokumen Persetujuan Pemberian Dukungan.

23) DJBM melakukan pengajuan Rancangan Dokumen Persetujuan Pemberian
Dukungan.

24) Menteri PUPR menerbitkan Permohonan Rancangan Dokumen Persetujuan
Pemberian Dukungan.

25) Komite melakukan evaluasi Rancangan Dokumen Persetujuan Pemberian
Dukungan.

26) Komite menerbitkan Surat Permohonan Rekomendasi Besaran dan Waktu
Pencairan Dukungan Kelayakan kepada Menteri Keuangan.

27) Menteri Keuangan menerbitkan Surat Persetujuan.

28) Menteri PUPR meminta DJBM untuk melanjutkan proses selanjutnya.

Wewenang dan Tanggung Jawab
1) DJBM bertanggung jawab dalam:
a) Mengevaluasi terhadap Studi Kelayakan untuk menentukan status perlu
atau tidaknya Dukungan Pemerintah.
b) Mengajukan Usulan Persetujuan Prinsip Dukungan Kelayakan (UPPDK)
kepada Menteri PUPR.
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c) Mengajukan Usulan Persetujuan Besaran Dukungan Kelayakan
(UPBDK) kepada Menteri PUPR.
d) Mengajukan Rancangan Dokumen Persetujuan Final Dukungan
Kelayakan.
e) Mengajukan Rancangan Dokumen Persetujuan Pemberian Dukungan.
2) BPJT bertanggung jawab dalam:
a) Melakukan penyusunan Studi Kelayakan.
b) Melakukan Prakualifikasi Pengadaan Badan Usaha.
c) Melakukan Pelelangan atau Pengadaan Badan Usaha.
3) DJPI bertanggung jawab dalam:
a) Mengevaluasi terhadap Dtudi Kelayakan untuk menentukan status perlu
atau tidaknya Dukungan Pemerintah.

Kondisi Khusus

Bukti Kerja

Surat Persetujuan Pemberian Dukungan Kelayakan dari Menteri Keuangan.

Lampiran
a. ldentitas SOP
b. Bagan Air Alir Kegiatan
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